DUARROTTAMA SATYA PRAZR

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 6 TAHUN 1986 SERT D NOMOR 5

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAFRAY TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 7 TAHUN 1985
TENTANG

SUSUNAN ORGANISAST DAN TATA KERJA
RUKUN TETANGGAR DAN RUKUN WARGA DALAWM
WILAYAH KABUPATEN DAERAF TINKAT 1I

SEMARANG

DENGAN RAKHMAT TUBAN YANG MANA ESA
BUPATI XEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

Menimbang : a. Bahwa dengen semakin mening -
katnya laju pertumbnhan pen-
duduk dan perkembangan Daerah
berkat keberhasilan  program
Pemerintah dibidanhg pembangun

- an, mgka untuk meningkatkan ,
kesejahterasn rakyat yang se-
bagien besar berada di pedesa
an, dipandang perlu meningkat




2

- kan keikut sertaan wmasyarakat

Co

de

Mengingat : 1.

2,

- dalam peloksanaan pembangunan;

Bahwa untuk. membantu kelancap
an dan kelangsungan penyeleng
garaan Pemerintahan dan pe-
lsksanaan pembangunan,peranan
Rukun Tetangga dan Rukun War-

ga -sangat besar artinya dalem

usaha ikut menggerekkan partl
sipasl penduduk di lingkungan
nya masing-maging untuk ikut
serta berusaba membantu  pe-
laksanaan tugas~tugas pemerin
tahan, pembangunan dan ke=
masyarakatan serta ketertlban
kerukunen dan keamanan antara
sesama warga penduduk;

Bahwa kehidupan rumah tangga
men jadl dasar kehidupan kelu-
arga dan masyarakat,berhubung
dengan itu organisasl kemasyg
rokatan Rukun Tetangga dan
Rukun Wergs periu dilestari -
kan, ditata dan ditingkatkan

pendayagunaanny a;

FRahwa berhubung dengan it
perlu dikeluarkan Peraturan -
Daerah yang mengatur Rukun Te
tangga den Rukun Warga dalam
wilayah Kabupaten Daerab Ting
kat II Semarang. '

Undang-undang Nomor 5 Tahun

- 1974 tentang Pokok~Pokok - Pe-

merintahan di Daerah;

Undang-undang Nomor 13 Tahun
1950 tentang Pembentukan Dae-
rah-Daerah Xabupaten dad.am
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3.

4,

5.

6.

7«

8.

ngkungan Propinsi Jawa Te-
ngahy - L

[Undang—undang Nomor 5 Tahunz'

1979 tentang Pemerintahan Dg
s8a;

Keputusan bersama Menterl Da
lsm Negeri, Menteri Pensrang
en dan Men%eri'Soaial teng =
gal 25 Juni 1947 tentang Pe-
doman Umum Rukun Tetangga

(RT) den Rukun Kampung EHK);

Peraturan Wenteri Dalam Nege
ri Nomor 7 Tahun 1983  ten-
teng Pembentukan Rukun Te-
tangga dan Rukun Warga;

Peraturan Daerah Kabupaten -
Daerah Tingkat I1 Semarang
Nomor 2 Tahun 1983  tentang
Susunan Organisasl dan Tata
Kerja Pemerintah Kelurahan;

Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat JI  Semarang
Nomor 3 Tahun 1983 tentang
Susunan Orgenisasi dan Tata
Kerja Pemerintah Desa dan Pe
rangkat Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten
DPaerah Tingkat II  Semarang
Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Pembentukan Dusun dalam Desa
dan Lingkungan dalam Kelurah
an,

Dengan persetujuan Dewan Perwakllan Rakyat
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat TI Semarang.

MEMUTUSKAN

/4
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Menetapkan : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
- "~ KERJA RUKUN TETANGGA DAN RUKUN -
_WARGA DALAM WILAYAE  KAPUPATER
DAFRAH TINGKAT II SEVWARANG,

BAB I

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

P&lam Peraturan Daerah ini yang dimaksud de=~
ngan -
a. Pemerintahan adalah Pemerintah Pusat, Pe~
merintah Propinsi Daerah Tingkat I  Jawa
Tengah dan Pemerintah Kabupaten Daerah
Tingkat IT Semarang;

b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepaila
Daerah Tingkat I1 Semarang;

c. Desa adalah suatu Wilayah yang ditempati
oleh sejumlah penduduk sebagal kesatuan
masyarakat termasuk 4l delamnya pemerin -
tahan terendah langsung di bawah Camat
dan berhsok menyelenggarakan rumah tangga-
nya sendiri dalam Tkatan Negara Kesatuan
Republik Tndonesiay

d. Kelurahan adalah suatu wilayah yang di-
tempati oleh sejumlah penduduk yang menm-
punyal orgenisasi pemerintahan  terendah
langsung di bawah Camat, yang tidak ber-
hak menyelenggarakan rumah tangganya sen-
diri;

- 0. Kaputusaen Kepala Deaa adalah semua Keputug
. ap yang merupakan peloksanasn darl Keputus
an Desa dan kebi jakssnaan Kepala Desa yang.
menyangkut pemerintahen dan pembangunan 4i
Desa sepanjeng tidak bertentangan  dengan
kepentingsn umum maupun peraturan per-
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f.

 Ee

undang-undangan yang berlsku;

Keputusan Kepala Kelurahan adalah semua
Keputusan yeng merupaskan pelsaksanaan dari
Kebi jeksanaan Pemerintah atasannya den
kebl jaksanaan Kepala Kelurahan yang  me-
nyangkut pemerintahan dan pembangunan 4l
Kelurahan sepanjang tidak bertentangan de
ngan kepentingan umum maupun peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

Rukun Tetangga dan Rulun Warga selanjut -
nya disingkat RT dan RW adalah organisasi
masyarakat yang diakui dan dibina oleh
Pemerintah untuk memelihara dan melestarl
kan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indg
nesia yeng berdasarkan kegotong royongen .
dan kekeluargaan serta uniuk membantu me-
ningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas
pemerintahan, pembangunan dan kemasyara -

katen di Desa dsn Kelurahan;

Penduduk setempat adelah setiap orang, ba
ik Warga Negara Republik Tndonesia maupun
orang asing yang bertempat tinggal tetap
di dalam wilayah Rukun Tetangga dan Rukun
Warga yang bersangkutan;

Fepala Feluarga adalah penanggung Jjawab -
anggota keluargs yang secara kemasyarakat
an terdaftar dalam Kartn Keluarga;:

Dusun adalah bagian wilayah Dalam Desa
yang merupaken lingkungan ‘kerja pelsksana
an pemerintahan Desa;

Lingkungan adalah bagian wilayah dalam Kg

lurahan yang merupakan lingkungen kerja
pelaksanaan pemerintahan Kelurahan;

Swadaya masyarskat adalah kerampuan dari
suatu kelompok masyarakat dengan kesadar-
an dan inisiatif sendiri mengadakan ihti-
ar ke arah pepermwhan kebutuhan Jangka
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6

pendek maupun Jangka panjang yang dirasa-
kan dalam kelompok masyarakat itu;

Gotong royong adalah bentuk kerja sama
yang spontan dan sudah melembaga serta
mengandung unsur-unsur timbal balik yang

bersifat sukarela antara warga Desa/Kelu-.

rahan dan atau antara warga Desa/Kelurah-
an dengan Pemerintah Desa/Pemerintah Ke-
lurahan untuk memenuhi kebutuhan Desa/Ke-
lurahan yang insidentil maupun bere
kelangsungan dalem rangka meningkatkan ke
sejahteraan bersama baik materill maupun
spirituil.,

BAB 1II

KEDUDUKAN
Pasal 2 '

(1) RT dan RW adalah orgenisasi kemasyarskat

(2) RT dan RW bukan merupakan tingkatan da-

an di Desa/Kelurahan yang diokui dan di-
bina oleh Pemerintah yang dalam pelakse-
nean tugasnya membantu pelaksanaan tuges
Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan

lem jenjang pemerintahan, narun keboradg
annya diakui oleh Pemerintah.
| BAB IT1
AZAS, MAKSUD, TUJUAN DAN PEVMBENTUKAN
Pasal 3

BT dan RW berazaskan Pancasila dan berlandes
kan Undang—l}‘n_dang Dasar 1945,

e
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Pasal l;

RT dan RW dlbentuk dengan maksud dan tu;{uan :
untuk

a. Memelihara dan melestarikan nilai - nila:l.

kehidupan masyarakat Indonesia yang ber-

dasarkan kegotong royongan dan kekeluargg
ano

b, Meningkatkan kelancaran pelaksenaen tugas
_pemerintah, pembangunan dan kemasyarakat-

mlu

C. Menghimpun seluruh potensi swadaya masya-

(1)

(2)

(3)

(1)

rakat dalam usaha meningkatkan kesejahte-
raan masyarekat,

Pasal P

Setiap RT terdiri darl :
a. Sebanyak-banyaknya 30 Kepala Keluarga
untult Desa;

b, Sebanyak- banyaknya 50 Kepala Keluarga_
untuk Kelurahan.

Setiap RW terdiri dari :

a. Sekurang-kurangnya 2 RT untuk Desa;

b, Sekurang-kurangnya 3 RT untuk Kelurah
an,

a. Setiap Dusun sekurang—kuranma di-
bentuk 2 RW.

b, Setiap lingkungan sekurang-kurangnya
dibventuk 3 RV,
Pasal 6

Pembentukan RT dimusyawarahkan/ dimufakat
kan oleh Kepala Dusun/Kepala Lingkungan
dengan Kepala Keluarga aetempat..
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(2)
(3

(4)

8

Pembentukan RW dimusyawarahkan/dimufakat

kan oleh Kepala Desa/Kepala Kelurahan de
ngan Pengurus RT setempat. A

Hasil musyawarah/mufakat sebagal dimak -
sud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini di-
kukuhkan dengan keputusan Kepala Desa/
Keputusan Kepala Xeluvurahan., :

Keputusan Kepala Desa/Keputusan Kepala

Kelurahan sebagai dimaksud ayat (3) Pa -

sal ini bara berlaku setelah mendapatkem

pengesahan dari Camat atas nama  Bupati

Kepala Daerah, o
BAB IV

KEANGGOTAAN, TUGAS PORKCK
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

(1) a. Anégota biasa RT adalah penduduk ase=-

tempat WNI yang terdaftar pada Kartu
Keluarga yang ditentukan oleh Kepala
Kelurahan dan sekurang-kurangnya te-
lah 6 {(enam) bulan terus menerus ber=-
tempat tinggal di Desa/Felurahan yang
bersangkutan.

b. Kepala Keluarga WNA dapat menjadl ang
gota luar biasa.

¢, Xeanggotaan berakhir karena :
1. Meninggal dunia.
2. Pindah tempat/keluar dari RT yang

bersangkutan. :

(2) Anggota RW adalah RT-RT yang diwakili
~ oleh Pengurus RT. P _

be
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Pasal 8 .

Tuﬁas-Pdkok-RT_dan-RW adalaﬁif°z T
a. Membantu terwujudnya kehidupan masyarakat

Ee

berazaskan Pancasila dan berlandasksn Un-
dang-Tndang Dasar 1945, serta berwawasan
Nusantara; :

Menggerakkan gotong royong swadaya  dan
partisipasi masyarakat;

Membantu terciptanya ketentraman dan ke-
tertiban dalam rangka menunjang stabili-
tas Nasional;

Membantu menyebar luaskan dan mengaman -
kan program pemerintah; .

Men jembatani hubungan diantara anggota |
masyarakat dan antara anggota masyarskat
dengan Pemerintah; '

Membantu penyelenggaraan tugas pelayanan
dan pelalksanaan Instruksi peraturan per-
undang-undangan kepade masyarakat yang
men jadi tanggung Jawab Pemerintah;

Berperan aktlf dalam membantu tugas pem-
binaan wilayah dan tugas pengelolaan da-
lam rangka menciptakan kelestarian ling-
kungan hidup; _

Pasal 9

{1) Anggota RT dan RW mempunyai hek sebagai

berikut : .
a. Mengajukan usul dan saran pertimbaqgT

an serta pendapat dalam musyawarah RT o

b, Memilih dan dipilih sebagal Pengurus
RT dan RW, kecuall yang berstatus WA

u5
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(2) Anggo ta. biasa dan luar biosa RT dan RW

(1)

(2)

(1

mempunyal kewajiban sebagai berikut :

a., Mematuhi/mentaati segala peraturan
rérundang-undangan yang berlaku;

b, Turut serta secara aktif melaksanakan
hal-hal yang menjadi tugas pokok  RT
dan RW;

c. Turut serta secara aktif melaksanakan
dan mengamankan keputusan musyawarah
RT dan RW,

Pasal 10

Pengurus RT terdiri dari :

&, Ketus;

b. Sekretaris;

¢. Bendahara;

d, Beberapa pembantu, sesual dengan ke-
butuhan dan bila dipandang perlu,

Pengurus RW terdiri dari

a. Ketua;

b, Sekretaris;

¢, Bendahara;

d. Seksi-seksi; .

e. Beberapa pembantu, sesual dengan ke~
butuhan dan bila dipandarig perlu. '

Pasal 11
Pengurus RT dan Pengurus RW sebagei dl-

maksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf a, b
dan ¢ dan ayat {2) huruf a, b, dan ¢ Per

- aturan Daerah ini dipilih dari dan 6leh -

(2)

anggota dalam musyawarah anggo ta.

Pengurus RT dan RV sebagai dimaksud pada”
Pasal 10 ayat (1) huruf d, dan ayat (2)
huruf 4 dan ¢ Perzturan Daerah Ini, di-

by
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tunjuk oleh Ketua melalui musyawarah/mufa
kat dengan Pengurus lainnya.

" Pasal 12

-Dalam hal pengurus sebagal dimaksud pada Pa-

gal 10 Peraturan Daerah ini belum dibentuk ,
Kepnla Desa/ Kepala Kelurahan dapat menun juk
pengurus sementara paling lama 6 bulan  dan
segera dilaksanakan pemilihan pengurus,

Pasal 13

(1) Yang depat dipilih menjadi Pengurus . RT
dan Pengurus RW sebagsl dimaksud pada Pa
sal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini ada
lah penduduk setempat WNI yang menjadi
angege ta RT dan RW yang memenuhl syarat
sebagal berikut :

a, Bertagwa kepada Tuhan Yang Waha Esa;

c., Setla dan taat kepada Negara dan Pemg
rintah;

b, Setia den taat kepada Pancasila  dan
ndang-undang Dasar 1945;

d, Berkelakuan baik, Jujur, adil dan ber
wibawa; :

¢, Tidak pernah terlibat langsung atau
~tidak langsung dalam suatu kegiatan
yang mengkhianatl Negara Kesatuan Re-
publik Indonesla yang berdasarkan Pan
casila dan Undang-undang Dasar 1945
sepertl G.3%0,.5/PKI, dan atesu kegiatap
kegiatan organisasi terlargng lainnya

f. Tidak dicabut hek pilihnya berdasar -
kan Keputusan Pengadilan yang me M~
punyei kekuatan pasti;

£, Sehat Jasmani dan/rohani;

h. Dapat membaca dan menulis aksara la-

' tin:

45




(2)

(1)

(2)

(3

12

4. Telah bertempat tinggal tetap se-

kurang-kurangnya 6 bulan dengan. tidak
terputus-putus. '

Yang dapat ditunjuk menjadi Pengurus RT
dan Pengurus RW sebagal dimeksud pada
Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah ini

adalah penduduk setempat WNI yang  ter-
daftar pada Kartu Keluarga dan telah ber
ugia 17 tahun ke atas atau pernah kawin
serta memenuhi syarat sebagal dimaksud

vads_ ayat (1) huruf a sampal dengan hu-

‘ruf 1 Pasal ini.

Pasal 14

Pemilihan Pengurus RT dilaksanakan oleh
suatu panitia yang terdiri daril :

~a, Fepala Dusun/Kepala Lingkungan = se-

bagal Ketua;
b. Pemuka masyarakat sebagal Sekretaris;
¢. Beberapa orang anggota yang diteniu -
kan oleh Ketua bila dipandang perlu.

Penilihan Pengurue RW dilaksanakan oleh
suatu Panitia yang terdiri dari :

a. Kepala Desa/Kepala Kelurahan sebagai
Ketua;

b. Pemuka masyarskat sebagal Sekretaris; .

c. Beberzpa orang anggota yang ditentu -
‘kan oleh Ketua bila dipandang perlu.

Rasil pemilihan Pengurus RT dan Pengurus
RW sebagai dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) Pasal ini diajukan oleh Kepala
Desa/Kepala Kelurahan kepada Camat ates
nama Bupati Kepale Daerah untuk mendapat
kan pengesahan, - : .
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Pasal 16

(1) Pengurus RT den Pengurus RW bertugas dan
berkewajiban untuk melaksanakan :

2.

b,

C»

Tugas pokok RT dan RW sebagai di-
?agsud pada Pasal 8 Peraturan Daerah
ni;
¥eputusan musyawarah anggota dan meng
Esahakan untuk ditaati dan dilaksana=-
an; :
Pembinaan dan menjaga kerukunan hidup
ketentraman dan ketertiban &1  dalam
RT/R¥W yang bersangkutan deml untuk ke
majuan kesejahteraan warganya dengan
cara membina dan meningkatkan kehidup
an kegotong=royong. '
Kelancaran penyelenggaragan pemerintah
an Dega/Xelurahan guna membantu  pe-
laksanaan pembangunan serta mensukses
kan program Pemerintah;
Pelayanan yang sebaik-baiknya kepada
warga RT/RW,
Semua petunjuk, peraturan, instruksi
yang dikelnarkan oleh Pemerintah un-
tuk diteati dan dilaksanakan oleh
warga RT/RW dengan penuh kesungguhan.

- Tugas kepengurusan dengan jujur, di-

sipiin tertib, cermat, penuh semangat
rengabdian dan tanggung Jjawab.,
Membuat laporan tertulis mengenai ke-
gliatan kepengurusan dan keglatan yang
telah dilakukan kepada anggota paling
gedikit enam bulan sekali,-
Meglaporkan hal-hel yeng terjadi dalam
masyarekat kepada kepala desa atau kg
pala kelurahan, ‘
Memellhara tertib administrasl dan kg
uangan RT/RW. .

47
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(2) Pengurus RT berhak ;

a. Mengadakan rapat-rapat RT dan men g
- undang para anggota untuk menghadiri
rapat dalam rangka mengambil keputus-
an rapat berdasarkan musyawarah untuk
mufakat; _

b. Mendamaikan perselisihon atau perseng
ketaan yang terjadi antara segama wap
ga RT.

c. Mengambil leangkah-langkah demi kemajy
an di lingkungan RT.

d. Melakukan pengawasan atas pelsksanean
keputusan musyawarah RT.

e, Memberikan nasehat, tegoran atau pers
ingatan baik lisan maupun tertulis kg
pada warga yang melanggar aton ne-
lalajkan kewajiban yang telah diputug
kan dan disepakatl bersama dalam mu-
syawarah,

f. Mewaklili rapat-rapat yang diselengga-

_ rekan di tingkat RW, Desa/Kelurahan , -
Kecamatan maupun Instansi Pemexintah
lajnnya, -

g. Menyampaikan saran-saran dan per-
timbangan kepada Pengurus RW mengenal
hal-hal yang berhubungan dengan mem-
baniu kelancaran peloksanaan tugas pe
merintahan, pembangunan dan pemdsyarg
katan,

h, Memilih dan dipilih sebagai pehgurus
RW,

{2) Pengurus RW berhak :

a, Mengadakan rapat-rapat EW dan meng-
undeng para RT di wilayahnya un tuk
menghadirl rapat delam rangka mengam-
bil keputusan rapat berdasarkan musyg
warah untuk mufakat,

b. Mendamalkon perselisihan atau per-
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- - gengketoan yang terjadi ar tare sesama’
RT atau warganya, -

c. Mengarmbil langkah- 1angkah demi kequu
an di lingkungan RW,

d, Melakukan pengawasan ates peldkbanaan
keputusan musyawarah RW.

e. Memberikar nesehat, tegoran atau per-
ingatan lisan maupun tertulis kepada
warga yang melanggar atau melalaikan

f. Mewakili rapat-rapat yang diselengga-
rokan 4i tingkat B%™, Nesa /Kelurahan,
Kecamatan maupun Tnstansi Pererintah
lainnya,

g. Yenyampaikan saran-saran dan per-

timbangan kepada ¥enalo Tusun /Kepala
Lingkungan wengenai hal-hal yang les-
hubungan dengan membantu kelancaran -
pelaksanaan tugas remerintah, per-
bangunan don kemnevarakatan, =

(#) Pengurus RT dar Pengurus RW melanorkan -
segnla kegiatan kerada angreota - melnlui
rusyavarah angpeota,

Pasal 16

Yasa bakti Pengurus RPT dan Pengurus R¥ adoe-
lah 3 tahun terhitung tangeal pengesahan Ca-
mat ates nama Pupati ¥epala Paerah dan dapat
dipilih kerbali vntuk masa bakii berikutnya.

Paral 17

Anggota Fenpurus BT dan Pengurus RW dapat
dlganti atau berhenti sebelum hgbis wara bak
tinya dalam hal :

a. Meninggal dunia;

b, Atos permintaon sendiri;

c. Yelaiukan tindakan yang renghilanghon ke-
neyrcryaan penduduk Tees~ atan Velurahan

.‘so :
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terhadap kepemimpinannya sebﬁgai Pengurus
RT atau Pengurus RVW;

d. Tidak lagi memenuhi salah satu " syarat
yang ditentukan dalam Pasal 13 Peraturan
Daerah ini;

e, Pindah tempat tinggal dari lingkungan RT
atan RW yang bersangkutan,

f. Sebab~sebab lain yang bertentang  dengan
ketentuan peraturan perundang - undangan
dan ataun norma-norma kehidupan masyarakat
Desa atau Kelurahan.

. Pasal 18

(1) Setiap berakhirnya masz bakti  Pengurus
RT atau pemberhentian/penggantian: 5€~
belum habis masa bektinya, Xepala Dusun/
Kepala Lingkungan berkewajiban memberita
hukan kepada anggota tentang pemberhentl
an/penggentian pengurus dan melaporkan -
nya kepada Kepala Tesa/Kepala Felurahan,

(2) Setiap berakhirnya masa bektl  Pengurus
R¥ atau pembeBhentian/penggantian peng-
urug sebelum habis masa baktinya, Kepala
Desa/Kepala Kelurahan berkewajiban mem-
‘beritahukan kepada anggota tentang pem-
berhentian/penggantian pengurus dan me-
laporkannya kepada Camat,

. BAB VI
MOSYAWARAH ANGGOTA
Pasal 19
(1) vusyawarah RT dan RW merupakan wadah Per

mysyawaratan dan permufakatan anggota
dalam 1ingkungan RT dan RW,

50




(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

(2)

17

Musyawarah sebagal dimaksud pada ayat (1)
Pasal ini berfungsi untuk : o

2, Memilih pengurus; :

b, Menentukan dan merumuskan program ker
Ja; -

C, Meﬁerima dan mengesahkan pertanggung
Jawaban Pengurus.

Musyawarah RT dan RW untuk menen tukan
dan merumuskan program diadakan sekurang
kurangnya dua kali dalam 1 tabun,

Musyawarah RT dan R¥ sebagai dimaksud pa
da ayat (1) Pasal ini dinyataken sah dan
dapat menetapkan suatu keputusan apabila
dihadiri oleh lebih dari separoh Jjumlah
anggota.

Apabila tidak tercapal jumlah anggota sg
bagai dimaksud pada ayat (4) Pasal ini
selama dua kali berturut-turut, maka mu-
syawarah berikutnya dianggap sah dan da-
pat menetapkan suatu keputusan setelah
mendengar pertimbangan Camat,

Keputusan musyawarah sebagai dimaksud pa
da ayat (1) Pasal ini ditetapkan ber-
dasarkan musyawarah / mufakat,

RAR VII
KEUANGAN
Pagal 20

Keuangan RT dan R¥ dapat diperoleh dari:

a, Turan tetap para anggota;

b, Sumbangan~sumbangan yang tidak meng-
ikat;

¢, saha-usaha lain yang sah.

Penentuan besarnya iuran RT/RY dan pemg
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gunaannya diatur tersendiri dalam musya-
~.warah masing-masing RT/R¥, '

(%) Pengelolaan keuangan yaung diperoleh dari
sumber sebagai dimaksud pada ayat (1) Pa’
gal ini, diadrinistrasikan secara tertib
dan teratur serta mewbuat laporan ter~
tulis sehngal dimaksud pada Pasal 1=

~ayat (1) huruf b Peroturan Maerah ini.

RAT  YTIT
KR¥AYAAN
Pasal 21
‘ekayaan RT dan RY diadminisirasikan secora
ertib dan teratur serta dilaporkan secara
“tertulis sebagai dimaksud pada nasal 15 ayat
(1) huruf h Peraturan Paerah ini,
BAR Ix .
PEMBINAAN
Pasal 22

Camat atas nara Purati ¥epala Daerah, ¥epala
Deza/F epala ¥elurahan molataonakan perbinaan
terhadap kepengurusan RT dap B¥ untuk  men-
capal days guna dan hasil gona yong sebomars
besarnya. _

RATR ¥
¥ETENTIAN PENITTUP
Pasal 2%
RT dan RW¥ y&hg sudah ada pada saat berlaky -

nyn Peraturan Paerah ini, dinyatokan sebagal
RT dan RW menurui Perntnran Tacrnh ind,




i

Pasal 24

Dernpgan berlakunya Feratiran Naerah ini  raka
semua ketentuan yang menpatur RT dan RY  dan
ketentuan~ketentuan lain yaur ho~loata:gan -
cengan Peraturan Taerah ini dinyotokan tidak
berlaka lagi.

Pasal 25

Fal-hal yang helum diatur dalar Peraturan Da -
erah ini akan diatur kemudian olebh Eupati
¥epala Taerah sepanjang mengenal pelaksonaap-
nya.

Pasal 26

Teraturan Taerah ini mulai birlsku pado tang
.gal1 diundangkan,

Agar setiap orang cdapot mev:rtahuinya me-
rmerintahkan pengundangnar Peraturan Daerah
ini dengan peneppatannya dalam Lerbaran Nae-
rah ¥Vabupaten Naerak Tingkat TT Semarong.

Ungazran, 1/ Petruari 1985
PEYAN PFRWAKTLAN RAVVAT RIFATT KWPALA DAFRAP

PAFRAH KADUPATPN TAVRAE  TINGAT IT SFMARARS
TINGKAT TT SFUARANG

FETUA,
cap. ttd. cap ttd.
ISMOJO HADTSOEMARTO Trs. SARTICNO
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nigyalikan dengor Surat ¥erutusan Mubernur Keg
pala TMaerah Tingkat T Jawa Tercah tanppal
~Mei 1986 Womor 188, 3/128/1986.

" Piundangkon dalam Lerboran taerah ¥abupaten

Daerah Tingkat IT Semarang tangeal 29 Juli
1086 Seri D WNomer & Tahur 1986.

Sekretaris Pilayah/Taerahl

Cap. ttd.

54




21

PENJELAS AN
- ATAS |
PURATHRAR TATRAL KAEUFATEN TAFDAN TN 11
SEMARANG
NOMOR 7 TAFUIN 1985
CTPNTANG

SUSUNAN OPGANTSAST TAN TATA RERJA RUKUN TE-
TANGAA DAN ROKUN WARGA TALAV WILAYAH KAPUPA-
TEN DAVRAF TTNGKAT IT S¥MARANG,

1.;-!

1. PENJRLASAN UMM,

Pene tapan Peraturan Naerah tentang -
Susunan Orgonisasi dan T2ta Kerja Rukun:
Tetangpea dan Rukun ™argo pada hakekatnya
untuk merantapkan peryelenggaraan peme -
rintahan Pesa/Percrintshan ¥Kelurahan se-

- cora berdaya guna dan berhasil guna da-
lam merbina dan melestarikan nilai-nilai
kelii dupan rasyarckat Indonesia yang ber—
dasarkaen kegotong royongan dan kekeluar~
gaan dalam reningkatkan peluyanan mdsya~
raokat dan ko”ejaktornan bercara, '

Rahwa berhubtung dengan hal tersebut
dl ates dan sejalan dengan Peraturan Mepn
teri Palar Negeri Nomor 7 Tahun.198% ten
tang Perbe tukan Rukun Tetangga dan Ru-
kun “arga, maka dipandong perlu menctap=

kon Svsunan Orgénisasi dan Tata Kerja Ru.

 kun Tetangpa dan Rukun "arga dalam wila=
© yoh ¥abupaten Tacrah Tingkat 1T Sermorong
- dolam suatu Peroturan Taerah,

TT. PEMJELASAN PASAL DEMT ©ASAL.
Pasal 1 &/d P&@al 5 tukup jelas.,
asal 6 ayat (1) 1 Culewp Jelas
' 55
L —
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Pasal 6 ayat (2} : Cukup jelas.

Pasal 6 ayat (3) : Yang dimaksud dengan
o musyawarah/ru fakatl acda

iah musyawarah yang

menghasilkan mufakat.

Pasal 6 ayat (4) '+ Pnda pokoknya Feputus
' - an Kepala Desa/Kepu -
tusan Kepala Kelurah-
an untuk berlakunya - -
setelah mendapat pe--
ngesahan dari Camat
atas nama Pupatl FKe-.
pala Daerah adalah -
yang : :
a. Venetapkan ketent
an~-ketentuan yang
bersifat mengatur;
b. ¥enetapkan segalz
sesuatu yang me-
nyangkut kepenting .
an masyarakat ai
lingkungan RT / RW
yang bersangkutan,

Pagal ? 5/d Poasgal 12 ¢ Cukup jelas.

Pasal 13 . + Yang dirmaksud dengan
- penduduk setempat WNI

adalah WNT yang ber-

terpat tinggal di RT/

RW yang bersangkutan-

dan memenuhi syarat -

syarat untuk dipilih.

Pengertlan kegiatan -
terlarang adalah per-
uatan-perbuatan yang
dilarang menurut per-
aturan perundang - up
dangan yang berlaku -
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- Pasal 14 &/4 Pasol 20

Pasal 21 : :

Pasal 22 s/d Pasal 26 :

seperti kegiatan-ke-
giatan organisasi ter
larang lainnya.

Peraturan Naerah ini
menetapkan sekurang-
kurangnya umur 17 Ta
hun ke atas atau per
nah kawin yang dapatl
dipilih menjadi peng
urus RT/RW dengan
pertimbangan  bahwa
daler usia inilah pa
da umurnya orang di-
pandang sudah cukup
dewasa.

Yang dimaksud dengan
sehat Jjasmani dan
rokhanl adalzh sehat
jasmani dan rokhani-
nya yang mehurut pe-
nilaian mampu me-
lakeanakan tugas -
tugas dan pekerjaan
sebagal pengurus RT/
RW.

Cukup Jjelas.

Yang dimaksud dengan
kekayaan RT/R¥ ada-
lah segala kekayaan
dan sumber penghasil
an bagl RT/RW  yang
bersangkutan,

fukur Jjelas,
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